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Permainan hela rotan atau tarik tambang ini mempunyai
atau mengandung unsur kesatuan dan persatuan, karena setiap
kelompok berusaha saling bantu-membantu atau kerja sama
yang kuat untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu menang
dalam pertandingan. Bahkan seringkali terjadi simpatisan
dari masing-masing kelompok turun ke arena pertandingan
untuk membantu memperebutkan kemenangannya. Kalau
terjadi demikian marinyo akan memperingati mereka, bila
tidak diindahkan kepala kewang maupun para kewang turun
tangan langsung menarik simpatisan tersebut ke luar dar
arena pertandingan. Setelah diketahui siapa yang menang,
marinyo menginformaasikannya. Kemudian Raja diikuti kepala
soa akan memberikan penghargaan kemenangan.

Di dalam bidang ekonomi, pimpinan atau pemimpin yang
peranannya jelas nampak biasanya dalam kegiatan mata pen-
caharian hidup seperti di dalam kegiatan pertanian dan pe-
nangkapan ikan. Dalam kedua kegiatan mata pencaharian
hidup tersebut, pemimpin yang seringkali muncul adalah
kepala kewang maupun anak kewang. Di sini kepala kewang
maupun anak kewang bertindak sebagai pengawas terhadap
pertanian atau penangkapan ikan tersebut. Dalam melakukan
pengawasan tersebut, kepala kewang maupun anak kewang
berkeliling melihat keadaan di wilayah pertanian dan wilayah
penangkapan ikan negerinya untuk mengetahui peraturan
yang dikenakan dapat berjalan.

Sebenarnya pengawasan yang dilakukan kepala kewang
dan anak kewang ini merupakan kegiatan yang berkaitan
dengan sasi. Karena sasi tersebut seringkali atau selalu ber-
kaitan dengan masalah perekonomian, dan kepala kewang
maupun anak kewang adalah yang bertanggung jawab pada
masalah perekonomian negeri berdasarkan dari struktur peme-
rintahannya. Terutama dalam melakukan pengawasan terhadap
peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah-masalah
perekonomian.



BAB 1V
NILAI-NILAI BUDAYA
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN
TRADISIONAL MASYARAKAT AMBON

Menurut Koentjaraningrat (tahun 1983) wujud kebudayaan
terbagi ke dalam 3 bentuk, yaitu sistem ide, sistem sosial dan
sistem tehnologi atau kebudayaan materi. Ketiga wujud ter-
sebut terangkum dalam setiap kebudayaan.manusia. Setiap
wujud pedoman dan akan mempengaruhi wujud yang lainnya.
Sistem kepemerintahan yang merupakan salah satu bentuk-
bentuk sistem sosial pembentukannya dan pelaksanaannya
sangat diwarnai oleh sistem nilai yang ada dan berkembang
pada masyarakat yang bersangkutan. Demikianpula halnya
yang terdapat dan terjadi pada sistem kepemerintahan tra-
disional masyarakat Ambon di Kabupaten Maluku Tengah,
Propinsi Maluku.

Latar belakang sejarah Ambon yang panjang dan sarat
dengan pengaruh kebudayaan asing sudah tentu merupakan
masalah tersendiri dalam mengidentifikasi nilai-nilai budaya
asli dalam sistem pemerintahannya. Masyarakat Ambon dalam
perkembangannya paling tidak telah dipengaruhi oleh tiga
kebudayaan besar yang masing-masing telah memberi sistem
pemerintahannya. Tiga kebudayaan besar ini adalah Hindu
Islam, dan Barat Portugis, dan Belanda). Di samping itu sebagai
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konsekuensi logis daii keberadaan Ambon dalam tatanan sistem
pemerintahan Indonesia, sistem pemerintahan tradisional di
daerah ini sudah tentu juga mengalami perubahan dan penye-
suaian.

Pengaruh Islam dialami olel: masyarakat Ambon sejak
masuknya wilayah ini ke dalam kckuasaan Kerajaan Ampat
Perdana pada sekitar abad ke XIV. Kekuasaan kerajaan ini
yang merupakan kerajaan Islam pertama di daerah Maluku
meliputi hampir sebagian besar Propinsi Maluku pada saat
ini ditambah dengan sebagian dari daerah kepala burung di
Irian Jaya. Pengaruh Portugis diterima masyarakat Ambon
sehubungan dengan usahanya berdagang rempah-rempah dengan
masyarakat di daerah ini. Selain usaha dagangnya bangsa Por-
tugis juga memperkenalkan dan menyebarkan agama Kristen.
Persaingan dagang antara Portugis dan Belanda yang selanjut-
nya dimenangkan oleh pihak Belanda membawa babak baru
dalam tatanan masyarakat Ambon. Setiap kekuatan yang masuk
ke Ambon selain membawa berbagai pengaruh dalam tata
kehidupan juga mentrapkan sistem kepemerintahannya sesuai
dengan kebudayaannya dan tujuan dari segenap misi yang
dilakukannya.

Sistem pemerintahan pada suatu kelompok masyarakat
pada dasarnya dilandasi oleh adanya suatu upaya atau kehen-
dak untuk mengatur masyarakat sesuai dengan aspirasi dari
masyarakat yang bersangkutan. Karena itulah sebuah sistem
pemerintahan senantiasa berdasarkan pada berbagai perangkat
undang-undang dan peraturan baik yang bersifat tertulis mau-
pun yang tidak tertulis sebagai pedoman pelaksanaannya.
Dalam pelaksanaannya suatu sistem pemerintahan paling tidak
melibatkan orang-orang yang memerintah dan orang-orang yang
diperintah. Berbagai peraturan dan tata cara jalannya peme-
rintahan yang kesemuanya itu merupakan unsur-unsur dalam
sistem kepemerintahan mengacu pada sistem nilai dari masya-
rakat yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu sejumlah
nilai budaya penting yang terdapat dalam sistem kepemerin-
tahan tradisional pada masyarakat Ambon meliputi nilai-
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nilai budaya perlindungan, kesejahteraan, demokrasi, ketu-
hanan, dan pengawasan. Berikut ini akan dibahas setiap nilai
yang ada tersebut. Tata urutan penguraian tidaklah meng-
gambarkan prioritas kepentingan dalam sistem pemerintahan
tersebut. Antara satu nilai dengan nilai yang lain dalam pelak-
sanaannya terangkum menjadi satu dan merupakan suatu
totalitas nilai yang saling berkaitan antara satu dengan yang
yang lainnya.

A. NILAI PERLINDUNGAN

Yang dimaksud dengan perlindungan adalah suatu usaha
atau upaya seseorang atau kelompok masyarakat untuk mem-
berikan atau menggunakan terwujudnya rasa aman, tenang,
dan nyaman kepada orang-orang yang membutuhkannya.
Ketiga perasaan tersebut merupakan salah satu wujud kebutuh-
an manusia dalam menjalankan kehidupannya. Dalam diri
seseorang rasa aman, tenang, dan nyaman biasanya saling ber-
berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adanya rasa aman
dari serangan kelompok masyarakat lain misalnya akan menye-
babkan masyarakat menjadi tenang dan selanjutnya akan me-
nimbulkan rasa nyaman hidup dalam wilayah yang bersang-
kutan. Ketiga perasaan tersebut terjadi pada hampir semua
segi-segi kehidupan manusia dalam bermasyarakat seperti
dalam kehidupan ekonomi, adat, agama, dan sosial kemasya-
rakatan.

Rasa aman, tenang, dan nyaman pada masyarakat akan
terwujud bila ada perlindungan dari satu unsur kekuatan-
kekuatan tertentu. Struktur kepemerintahan tradisional Ambon
yang biasa juga disebut dengan pemerintahan Negeri tersendiri
atas berbagai unsur jabatan yang masing-masingnya mempunyai
tugas dan kewajiban sendiri-sendiri dalam rangka memberikan
perlindungan kepada masyarakatnya. “~Kewang” misalnya
mempunyai tugas untuk menjaga batas-batas tanah milik dari
warga masyarakat. Persengketaan hak atas tanah dapat me-
nimbulkan konflik di antara warga masyarakat. Dengan per-
lindungan hak atas tanah dari “kewang’’ seorang petani akan
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merasa lebih aman dan tenang dalam menyelenggarakan peker-
jaanya. Masyarakat tradisional Ambon umumnya bermata-
pencaharian sebagai petani dan nelayan.

Selain bertugas dalam hal pertanahan yang merupakan
sarana hidup masyarakat petani, “kewang’’ juga bertugas
menjaga batas-batas laut daerah tangkapan ikan masyarakat-
nya dari serobotan nelayan kelompok masyarakat lain. Masya-
rakat tradisional Ambon secara tidak tertulis memiliki batas-
batas laut daerah tangkapan ikan masing-masing. Batas-batas
yang digunakan sebagai pedoman umumnya adalah jarak
pandang dan gejala-gejala alam seperti gelombang dari arus
laut. Misalnya daerah tangkapan ikan desa A batasnya adalah
mulai terlihatnya deburan ombak di satu daerah tertentu.
Terjadinya penyerobotan oleh nelayan dari daerah lain akan
dianggap sebagai penyerangan produksi di daerah tangkapan-
nya yang kemudian akan menambah pendapatannya. Karena
itu sesuai dengan tugas-tugasnya kebijaksanaan dan keberanian
seorang 'kewang’’ sangatlah diharapkan oleh masyarakatnya.
Dengan otoritasnya masyarakat mengharapkan perlindungan
atas hak-haknya dalam aktivitas ekonominya.

Adat dan agama merupakan kebutuhan spiritual dalam
kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan seseorang kebutuh-
an spiritual sama pentingnya dengan kebutuhan material,
yaitu hal-hal yang bersifat kebendaan. Karena itu kesinam-
bungan penyelenggaraannya penting untuk diperhatikan.
Dalam sistem pemerintahan tradisional Ambon pejabat yang
ditugaskan untuk menyelenggarakan berbagai upacara adat
dan keagamaan adalah ’meuwang’’. Petugas ini bertanggung
jawab atas pelaksanaan berbagai upacara adat dan keagama-
an yang diperlukan oleh masyarakat. Dialah yang menjadi
pimpinan dalam acara-acara itu. Seorang meuwang menguasai
berbagai tata cara upacara adat dan peribadatan acara keagama-
an. Melalui pemahaman dan pengetahuan tentang berbagai
upacara yang dimiliki oleh meuwang. Pengetahuan tersebut
dapat dilestarikan dan diturunkan dari generasi ke generasi
selanjutnya. Sehingga keberlangsungan berbagai upacara adat
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dan keagamaan yang sangat diperlukan bagi pedoman hidup
manusia dapat dilindungi. Bagi masyarakat kehadiran seorang
meuwang dalam suatu upacara adat atau keagamaan mem-
berikan satu kesejukan hati tersendiri.

Nilai perlindungan dalam sistem kepemerintahan tradisional
Ambon selain terlihat dari tugas dan tanggungjawab dari setiap
struktur yang ada dalam sistem pemerintahan tersebut, juga
terlihat dari sapaan yang dilontarkan masyarakatnya terhadap
para pejabatnya. ’Raja’’ misalnya sebagai pejabat tertinggi dan
mengepalai suatu kelompok masyarakat disapa dengan ’Bapak
Raja’’. Istilah Bapak mempunyai makna yang sangat luas.
Dalam sebuah keluarga Bapak adalah kepala rumah tangga
yang tugas utamanya adalah melindungi dan mengayomi semua
anggota rumah tangga, selain itu juga memenuhi kebutuhan
hidupnya baik yang bersifat material maupun spiritual. Se-
hubungan dengan Bapak dalam sebuah rumah tangga demikian
pulalah yang diharapkan warga masyarakat terhadap pimpin-
annya, yaitu Raja. Untuk memenuhi hal itu diharapkan seorang
Raja sebagai kepala pemerintahan yang memiliki ketegasan
dalam memerintah dan senantiasa berlaku adil dan bijaksana.
Seorang Raja hendaknya memiliki kewibawaan yang cukup
tinggi sehingga melalui kewibawaannya itu warga masyarakat
yang dipimpinnya merasa terayomi. Keberanian seorang Raja
di tengah-tengah warga masyarakatnya akan dapat memberi-
kan rasa aman, tenang, dan nyaman.

B. NILAI KESEJAHTERAAN

Frat kaitannya dengan nilai perlindungan dalam sistem
pemerintahan tradisional Ambon yang juga disebut sebagai
Pemerintahan Negeri memiliki nilai kesejahteraan di dalam
pelayanannya kepada masyarakat. Perlindungan merupakan
satu tahapan situasi untuk mencapai tingkat kesejahteraan
tertentu. Kesejahteraan dapat diartikan sebagai suatu tingkat
kecukupan kebutuhan hidup baik yang bersifat material mau-
pun spiritual. Agar kehidupan seseorang menjadi sejahtera
diperlukan keseimbangan antara kedua kebutuhan tersebut.
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Peranan sistem pemerintahan tradisional masyarakat Ambon
dalam mewujudkan kesejahteraan bagi warga masyarakatnya
antara lain terlihat dari beberapa jabatan dalam struktur pe-
merintahan tersebut. Sehubungan dengan jenis mata pencaha-
rian utama masyarakat, maka kedua jenis kegiatan ini men-
dapatkan perhatian khusus seperti telah disebutkan di atas
pejabat yang menangani masalah ini adalah ”Kewang’’. Dalam
fungsinya pejabat ini bertanggungjawab atas berbagai hal yang
berkaitan dengan pertanian dan kenelayanan.

Berbagai * peraturan diterapkan agar masyarakat dapat
bekerja dalam bidangnya dengan tenang. Ketenangan dalam
bekerja akan memberikan hasi yang baik. Sudah barang tentu
hasil yang baik akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi
bagi para pekerja. Berkaitan dengan nilai kesejahteraan yang
dikandung dalam sistem pemerintahan masyarakat di daerah
ini, mengharuskan seorang Kewang fahan dan pintar dalam
seluk beluk pertanian dan kenelayanan. Dengan pengetahuan
dan keterampilannya seorang Kewang dapat memberi pen-
jelasan kepada masyarakatnya tentang kegiatan bertani atau
kenelayanan. Sudah barang tentu tujuan utama dari persya-
ratan tersebut adalah agar masyarakat dapat memperoleh
hasil yang baik atas bimbingannya.

Pada masyarakat tradisional sebagai hasil tambahan eko-
nomi keluarga adalah berburu. Kegiatan ini biasanya dilaku-
kan di hutan dan memakan waktu berhari-hari. Dalam kegiatan
ini ’Kewang’’ biasanya juga berperan sebagai pimpinan rom-
bongan. Pengetahuan tentang lokasi atau tempat-tempat di
mana binatang buruan terdapat sangat penting artinya dalam
keberhasilan perburuan. Kapan binatang tersebut mencari
makan, di mana biasanya binatang tersebut minum, dan di
mana dan kapan binatang itu beristirahat merupakan penge-
tahuan yang harus dimiliki oleh seorang ketua rombongan.

Dalam kenelayanan tugas Kewang juga sangat dominan
dalam pengadaan sarana transportasi untuk berlayar dan men-
cari ikan. Seorang Kewang biasanya juga bertugas memimpin
suatu rombongan yang hendak membuat perahu atau “kora-
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kora’” untuk kegiatan kenelayanannya. Perahu biasa dibuat
di hutan dekat pantai. Selama pembuatan perahu, Kewang
dengan rombongannya tinggal di hutan. Mereka baru pulang
ke desa setelah perahu selesai.

Melalui tugas dan tanggung jawab dari pejabat pemerintah
dalam hal ini adalah Kewang, tampak bahwa dalam skstem
pemerintahan tradisional pada masyarakat Ambon sangatlah
memperhatikan kesegjahteraan masyarakatnya. Hal ini jelas
terlihat dari keterlibatan langsung dari pejabat yang bersang-
kutan dalam berbagai penyerahan dan pembuatan sarana
bagi kepentingan ekonomi masyarakat. Melalui pengetahuan
dan contoh-contoh yang diberikan dengan cara langsung,
transformasi pengetahuan dan keterampilan yang penting arti-
nya bagi generasi berikutnya dapat berlangsung. Seorang Ke-
wang dan pejabat lan yang berfungsi sebagai pimpinan dalam
masyarakat tersebut biasanya berperan sebagai inovator dari
sumber inspirasi bagi pengembangan kegiatan masyarakat ter-
masuk juga berbagai hal kegiatan ekonomi.

C. NILAI KETUHANAN

Berkaitan' dengan nilai kesejahteraan di atas, ketuhanan
merupakan salah satu kebutuhan hidup spiritual menusia yang
cukup penting artinya, tentang kebutuhan material telah
dikupas dalam nilai kesejahteraan di atas. Sedangkan kebu-
tuhan spiritual dalam sistem pemerintahan masyarakat Ambon
akan dikupas dan dimasukkan dalam pembahasan tentang
nila ketuhanan.

Dengan konsep ketuhanan, manusia dihadapkan oleh suatu
yang gaib dan besar, dan tidak terjangkau dalam sistem pe-
nalaran logis manusia itu sendiri. Hal ini biasanya berkaitan
dengan masalah penciptaan bumi dengan segala isinya. Penyer-
taan Tuhan dalam kehidupan manusia di dunia dan kehidupan
manusia setelah mati. Dalam kerangka formal pemahaman-
pemahaman tersebut terangkum dalam suatu lembaga yang
disebut agama. Seperti telah disebutkan di bab terdahulu bahwa



65

masyarakat Ambon sebagian memeluk agama Islam dan se-
bagian lagi memeluk agama Kristen. Kedua agama besar ter-
sebut telah masuk pada masyarakat di daerah ini sejak lama,
yaitu pada sekitar abad XIV. Karena itu tidaklah mengheran-
kan bila nilai-nilai ketuhanan terutama yang berdasarkan
ajaran Islam dan Kristen telah merusak pada hampir segala
aspek kehidupan, termasuk ke dalam sistem pemerintahan-
nya.

Secara struktural memang tidak ada pejabat yang langsung
bertugas menangani masalah ketuhanan atau keagamaan,
tetapi setiap gerak kegiatan kepemerintahan terutama yang
bersifat formal didasari oleh nilai-nilai ketuhanan. Niki-nilai
itu tampak misalnya dari berbagai upacara dalam kehidupan
masyarakat yang berkaitan dengan kepemerintahan atau meli-
batkan pejabat-pejabat pemerintahan.

Pengangkatan seorang Raja atau pejabat pemerintahan
yang lainnya misalnya selalu disertai dengan pembacaan doa.
Doa ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang intinya
adalah agar pejabat yang bersangkutan diberi kemampuan
dalam memerintah, dari segala keputusan-keputusan yang
diambilnya dalam rangka tugas kepemerintahannya dapat
dilakukannya secara adil dan bijaksana. Pengucapan doa yang
merupakan rangkaian dari suatu upacara peribadatan biasanya
dipimpin oleh seorang pendeta bila acara itu berlangsung di
desa-desa yang penduduknya mayoritas Kristen. Dan dipim-
pin oleh para alim ulama bila dilakukan di desa-desa yang
mayoritas penduduknya beragama Islam.

Kegiatan peribadatan bukan saja berlangsung pada acara-
acara yang bersifat kepemerintahan atau yang melibatkan
pejabat-pejabat pemerintah, tetapi juga berlangsung hampir
pada kegiatan-kegiatan formal masyarakat, seperti pada saat
peluncuran kora-kora atau perahu, seorang pendeta hampir
selalu dilibatkan. Doa sebagai acara pokok dalam kegiatan
tersebut bermaksud untuk memohon perlindungan dan ke-
selamatan bagi perahu beserta orang-orang yang akan menga-
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walinya. Di samping juga agar perahu dengan segala peralatan
yang ada dapat memberikan keberuntungan berupa hasil tang-
kapan ikan yang melimpah.

Melalui doa-doa yang dipanjatkan baik dalam Kkegiatan
yang berkaitan dengan kepemerintahan maupun kemasya-
rakatan tampak bahwa masyarakat percaya dengan adanya
kekuatan-kekuatan yang melebihi manusia, dan menentukan
hidup serta kehidupan manusia. Dengan cara memohon kepada
Tuhan manusia atau masyarakat yang melakukan suatu kegiat-
an tertentu dapat lebih tenang dan lebih mempunyai pengha-
rapan baik berupa keselamatan ataupun keberuntungan. Hal
ini berkaitan dengan kepercayaan bahwa Tuhan senantiasa
menyertai perjalanan hidup manusia, dan Tuhan akan mem-
berikan apa yang dimohon oleh manusia, karena manusia
adalah makhluk ciptaanNya sehingga Tuhan akan senantiasa
menjaga perbuatan tangannya tersebut.

D. NILAI DEMOKRASI

Secara harfiah demokrasi dapat diartikan sebagai berada-
nya kekuasaan di tangan rakyat. Rakyat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi berhak menentukan apa yang menjadi
aspirasinya dalam menentukan jalan kehidupannya. Dalam
pelaksanaannya wujud demokrasi diterjemahkan secara ber-
beda antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok
masyarakat lainnya dan satu negara dengan negara lainnya.
Model penentuan kedaulatan di tangan rakyat atau demokrasi
sampai saat ini masih difahami sebagai budaya barat. Dahulu
suku-suku bangsa di Indonesia terutama yang menganut sistem
kerajaan dalam ketatanegaraannya. Raja merupakan pemegang
kekuasaan tertinggi.

Dalam sistem pemerintahan tradisional masyarakat Ambon
telah dikenal nilai-nilai demokrasi. Hal ini antara lain terlihat
dari tata cara pemilihan pimpinan tertinggi mereka, dan dalam
menentukan berbagai hal yang berkaitan dengan hajat hidup
orang banyak, seperti kebijakan-kebijakan dan peraturan-
peraturan yang akan memedomani peri kehidupan bermasya-
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rakat. Desa sebagai satuan administratif terkecil di Ambon
dalam tatanan sistem: pemerintahan secara nasional, terutama
yang berlokasi di luar daerah kota sampai saat ini masih me-
nerapkan niki-nilai demokrasi dalam kehidupan kepemerin-
tahannya.

Sebutan Raja sebagai pemimpin tentunya dalam sistem
pemerintahan tradisional masyarakat Ambon, tidak ada sangkut
pautnya dengan istilah Raja yang secara umum dikenal, yaitu
seseorang yang mengepalai pemerintahan dalam sistem kerajaan.
Raja atau biasa disebut dengan Bapak pada masyarakat tradisio-
nal adalah seorang pemimpin formal yang diangkat oleh masya-
rakat berdasarkan pemilihan dengan menggunakan pemungutan
suara. Walaupun juga faktor keturunan masih juga sering di-
perhatikan. Pemilihan Raja dilakukan dengan membentuk
sebuah panitia. Jauh sebelum waktu pemilihan para panitia
mulai mengumpulkan nama orang-orang yang dianggap layak
untuk dijadikan Raja.

Nilai demokrasi dalam sistem pemerintahan masyarakat
Ambon juga terlihat pada suatu lembaga yang disebut Badan
Saniri. Lembaga ini dapat diumpamakan sebagai badan Per-
musyawaratan Rakyat. Badan ini beranggotakan Raja, Kepala-
kepala Soa, Meuweng, tuan tanah, dan Kapitan. Lembaga Saniri
mempunyai tugas memusyawarahkan segala keputusan yang
akan diambil dan diberlakukan pada masyarakat. Pada lembaga
inilah segala persoalan ‘yang menyangkut masyarakat luas
dibicarakan. Hal ini dilakukan agar apa-apa yang telah diputus-
kan untuk diberlakukan pada masyarakat tidak menemui ham-
batan dalam pelaksanaannya. Adu argumentasi untuk me-
nerima suatu kesSepakatan biasanya mewarnai sidang dari
lembaga ini. Badan Saniri biasanya bersidang hanya sekali dalam
setahun.

E. NILAI PENGAWASAN

Sistem pemerintahan tradisional masyarakat Ambon telah
memasuki nilai-nilai pengawasan dalam menjalankan tugasnya
melindungi dan mengayomi masyarakatnya. Dalam kehidupan
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bermasyarakat nilai pengawasan terlihat dari adanya hukum-
an-hukuman yang dikenakan pada mereka yang melanggar
aturan-aturan adat yang berlaku. Melalui hukuman-hukuman
yang diberikannya itu diharapkan masyarakat akan mentaati
segala aturan yang telah diterapkan. Hukuman yang diberi-
kan bagi pelanggar biasa disebut dengan **Sasi’’.

Salah satu bentuk pelanggaran adat pada masyarakat Am-
bon adalah kawin antara sesama ’’pela keras’’. Seperti telah
disebutkan pada bab terdahulu bahwa pada masyarakat Ambon
dikenal istilah ’’pela, yaitu ikatan persahabatan antar warga
dari dua desa atau lebih yang dibentuk atas dasar ikatan adat.
Ada dua jenis pela yaitu pela keras dan pela tempat sirih atau
lunak. Antar sesama pela keras berdasarkan hukum adat di-
larang saling kawin. Bila hal ini dilanggar maka warga masya-
rakat tersebut akan dihukum dihadapan Raja. Adapun bentuk
hukumannya antara lain adalah dihina, diejek, dan dipukul di
depan umum. Dikalangan masyarakat dipercaya bahwa pelang-
garan tersebut tidak selesai hanya sebatas hukuman secara fisik
saja, tetapi juga berlanjut pada kehidupan rumah tangga di masa
mendatang, seperti keluarga tersebut hidupnya tidak bahagia.

Pengawasan juga dilakukan bagi lingkungan hidup yang
berkaitan dengan hajat hidup orang banyak seperti pada hasil
hutan, hasil laut, kampung dan kebun. Sejumlah pohon yang
menghasilkan keperluan bagi masyarakat seperti sagu dan
kelapa biasanya mendapatkan pengawasan agar pemanfaatan-
nya tidak berlebih-lebihan, sehingga akan menimbulkan ke-
sulitan bagi masyarakat. Pohon-pohon yang mendapat penga-
wasan diberi tanda-tanda tertentu seperti simpul-simpul daun.
Bagi mereka yang mengambil atau memanfaatkan pohon yang
diawasi tersebut akan menerima hukuman. Bila pengawasan
itu dilakukan oleh gereja, maka si pelanggar dikenakan ’’sasi’’
gereja, sedangkan bila pengawasan itu dilakukan oleh desa
atau negeri, si pelanggar dikenakan ’’sasi’’ negeri. Pelanggaran
pada ’sasi”’ gereja dipercaya akan mendapat kutukan dar
Tuhan. Karena itu hukuman bagi si pelanggar biasanya ber-
bentuk permohonan ampun pada Tuhan melalui pendeta
gereja yang bersangkutan.



BAB V
KESIMPULAN

1. Masyarakat Ambon memiliki latar belakang sejarah yang
syarat dengan pengaruh kebudayaan asing. Kebudayaan
asing tersebut masuk ke Ambon melalui jalur perdagangan
rempah-rempah yang pada sekitar abad XIV merupakan
komoditi ekonomi dan strategis terutama di daratan Eropa.
Paling tidak kebudayaan asing yang mempengaruhi ke-
budayaan Ambon saat ini termasuk juga dalam sistem
pemerintahannya adalah kebudayaan Islam, Portugis,
dan Belanda. Masuknya warna-warna kebudayaan tersebut
umumnya melalui penguasaan. Setiap kekuatan yang
menguasai Ambon memberikan corak pemerintahan sendiri-
sendiri sesuai dengan tujuan dan misi penguasaannya di
daerah ini.

2. Seperti juga sistem kepemerintahan di daerah lain, sistem
kepemerintahan tradisional masyarakat Ambon juga telah
mengenal khirarki penguasaan dan pemerintahan. Dari pem-
bagian tugas antar unsur-unsur pejabat pemerintahan
sesuai dengan fungsi serta bidang tanggung jawabnya.
Khirarki penguasaan dan pemerintahan didasari oleh ke-
terbatasan seseorang pejabat dalam melayani dan menga-
wasi bidang-bidang kehidupan yang sangat kompleks dan
luas. Sesuai dengan masyarakatnya yang bercorak agraris.
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Pembagian tugas juga didasarkan pada masalah tersebut.
Pertaruhan, kenelayanan, adat, dan peribadatan merupa-
kan fokus utamanya.

Dalam memenuhi hajat hidup masyarakatnya sistem pe-
merintahan tradisional masyarakat Ambon didasari paling
tidak oleh 5 buah nilai yang antara satu dengan yang lain-
nya saling berkaitan dan terangkum menjadi satu kesatuan.
Nilai-nilai tersebut adalah, nilai perlindungan, nilai kese-
jahteraan, nilai demokrasi, nilai ketuhanan, dan nilai penga-
wasan. Kelima nilai tersebut tercermin pada struktur pe-
merintahan yang ada dan mekanisme pelaksanaan kepe-
merintahannya.
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